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PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR 21 TAHUN 201 1 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI JABATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, 

Menimbang :a .  bahwa Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 468 
Tahun 2003 tentang Pedornan Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Dalam 
Rangka Penyusunan Klasifikasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil 
Nasional dinilai belum dapat mengakomodasi kriteria faktor jabatan 
Pegawai Negeri Sipil; 

b. bahwa dalarn rangka penataan jabatan dan reformasi bidang sumber 
daya aparatur Pegawai Negeri Sipil, perlu ditentukan peringkat jabatan 
untuk setiap jabatan di lingkungan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan 
nilai dan kelas jabatan melalui evaluasi jabatan; 

c banwa berdasarkan pertimbangan sebays~~~~ans  dlrnaksud paris r~ilruf 
a dan b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawatan 
Negara tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai 
Negeri Sipil; 

Mengingat : I. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia Nomor 
3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 
3890); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 5121); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 
2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 4332); 



4. Peraturan Pemerintah Nornor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan 
Pegawai Negeri Sipil Dalarn Jabatan Struktural (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4194); 

5. Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
KEP/23.21M.PAN/212004 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri 
Sipil; 

6. Peraturan Kementerian Pendsyagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 201 1 tentang Pedoman Evaluasi 
Jabatan; 

7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nornor 09 Tahun 
2001 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 
2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil; 

8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan Pegawai 
Negeri Sipil; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI JABATAN PEGAWAI NEGERI 
SIPIL. 

Pasall 

Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara ini. 

Pasal2 

(1) Setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan evaluasi jabatan 
untuk seluruh jabatan yang ada di lingkungan instansi masing- 
masing dengan menggunakan Pedoman Pelaksanaan Evaluasi 
Jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Kepala Badan Kepegawaian ini. 

(2) Evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan setiap kali diperlukan oleh lnstansi pernerintah yang 
bersangkutan karena adanya perubahan kebijakan danlatau 
kebutuhan organisasi. 



Pasal 3 

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini 
maka Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 468 
Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan dalam 
Rangka Penyusunan Klasifikasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil Nasional 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal4 

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku sejak 
tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 

AWAIAN NEGARA, 



LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN 
KEPEGAWAIAN NEGARA 
NOMOR : 21 TAHUN 2011 
TANGGAL : 18 JULl2011 

PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI JABATAN 

PEGAWAI NEGERI SlPlL 

I. PENDAHULUAN 

A. UMUM 

1. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, antara lain 
dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan 
pangkat tertentu. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan 
dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan 
kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk 
jabatan.itu .-  .. ,. serta ., .. svarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin: . . 

suku, agama, ras, atau golongan. 

2. Dalam rangka penataan jabatan dan reformasi bidang sumber daya 
aparatur, perlu ditentukan peringkat jabatan untuk setiap jabatan di 
lingkungan pegawai negeri berdasarkan nilai jabatan melalui evaluasi 
jabatan. Evaluasi jabatan dilakukan untuk menentukan nilai jabatan yang 
selanjutnya akan digunakan dalam pemeringkatan jabatan. Hasil evaluasi 
jabatan berupa nilai dan peringkat jabatan ini dapat digunakan antara lain 
dalam penghitungan tunjangan, penempatan, dan penataan jabatan. 

3. Untuk kelancaran pelaksanaan evaluasi jabatan Pegawai Negeri Sipil di 
lingkungan instansi pemerintah, diperlukan pedoman evaluasi jabatan 
Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara. 

B. TUJUAN 

Tujuan Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil ini adalah sebagai 
pedoman bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan 
evaluasi jabatan agar memiliki pola dan standar yang sama dalam 
penyusunan nilai dan kelas jabatan. 

C. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup pedoman evaluasi jabatan Pegawai Negeri Sipil ini meliputi 
seluruh jabatan di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah. 



D. PENGERTIAN 

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud 
dengan: 

1. Pedoman Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman dalam 
melaksanakan tahapan pelaksanaan evaluasi jabatan Pegawai Negeri 
Sipil. 

2. Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses untuk menilai 
suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang 
disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk 
menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan. 

3. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi 
tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan. 

4. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan 
berdasarkan nilai suatu jabatan. 

5. Faktor Jabatan adalah komponen-komponen pekerjaan dalam suatu 
jabatan yang terdiri dari level-level. 

6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 
wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan 
organisasi. 

7.  Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 
jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri dalam rangka 
memimpin suatu satuan organisasi. 

8. Jabatan Fungsional Tertentu adalah s ~ a t u  kedudukan yang menunjukkan 
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri 
dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 
didasarkan pada keahlian danlatau ketrampilan tertentu serta bersifat 
mandiri dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan 
angka kredit. 

9. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan 
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri 
dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 
didasarkan pada ketrampilan tertentu dan untuk pangkatnya tidak 
disyaratkan dengan angka kredit. 

10. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepega- 
waian. 

11. Analisis Jabatan adalah proses, metode, dan teknik untuk memperoleh 
data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk 
kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik 
organisasi dan tata laksana. 



12. lnformasi Jabatan adalah hasil analisis jabatan yang berupa uraian jabatan 
dan peta jabatan. 

13. Uraian Jabatan adalah uraian tentang hasil analisis jabatan yang berisi 
informasi tentang nama jabatan, kode jabatan, unit organisasi, ikhtisar 
jabatan, uraian tugas, bahan kerja, perangkat kerja, hasil kerja, tanggung 
jawab, wewenang, nama jabatan yang berada di bawahnya, korelasi 
jabatan, kondisi lingkungan kerja, risiko bahaya, syarat jabatan, dan 
informasi jabatan lainnya. 

14. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal 
maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung 
jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan menggambarkan 
seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja. 

15. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat Pembina Kepegawaian 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

16. lnstansi Pemerintah adalah Kementerian Negara, Kejaksaan Agung, 
Kesekretariatan Lembaga Presiden, Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Kesekretariatan 
Lernbaga Negara, Badan Koordinasi Keamanan Laut, Pusat Pelaporan 
dari Analisis Tianbaksi Kerrarlgw, Kesekrelaiiatan Lembega lain yang . , -. 
dipimpin oleh Pejabat Struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari 
KementerianILembaga Pemerintah Nonkementerian dan Pemerintah 
Daerah Provinsi, KabupatenlKota. 

II. PELAKSANAAN EVALUASI JABATAN PEGAWAI NEGERI SlPlL 

A. PRINSIP-PRINSIP EVALUASI JABATAN 

Setiap instansi diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian jabatan di 
lingkungannya masing-masing, dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1. Obyek yang dievaluasi adalah tugas pokok dan fungsi jabatan yang 
diuraikan dalam informasi jabatan, bukan pegawai yang menduduki jabatan 
tersebut. 

2. Jabatan yang dievaluasi adalah jabatan yang telah ditetapkan oleh masing- 
masing instansi. 

3. Evaluasi jabatan bukanlah suatu proses matematis. Evaluasi jabatan pada 
dasarnya adalah suatu proses pertimbangan intelektual (intellectual 
judgement) untuk menentukan nilai jabatan sebagai dasar penentuan kelas 
jabatan. 

4. Penetapan nilai jabatan harus dicapai melalui proses pembahasan dan 
kesepakatan tim, yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara dan 
ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. 



B. KRlTERlA FAKTOR JABATAN 

Pada masing-masing jabatan terdapat faktor jabatan. Penjelasan terhadap 
masing-masing faktor jabatan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Faktor Jabatan Struktural 

Faktor jabatan struktural Pegawai Negeri Sipil terdiri dari 6 (enam) faktor. 
Setiap faktor memiliki beberapa level dan setiap level memiliki kriteria dan 
nilai tertentu dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Faktor 1 - Ruang Lingkup Pekerjaan dan Dampak 

Faktor ini menilai tingkat kerumitan dan kedalaman lingkup dan 
dampak umum bidang program dan pekerjaan yang diarahkan oleh 
pejabat struktural, termasuk dampak pekerjaan di dalam maupun di 
luar organisasi. Dalam menerapkan faktor ini, pertimbangkan semua 
bidang program, proyek, dan tugas yang secara teknis dan administratif 
diarahkan oleh pejabat struktural, termasuk yang dilaksanakan melalui 
pegawai bawahan dan pihak lain (konsultan atau kontraktor). 

Faktor 1 - Ruang Lingkup pekerjaan dan Dampak rnemiliki 5 (lima) 
level dan nilai sebagai berikut: 

b. Faktor 2 - Pengaturan Organisasi 

Faktor ini mempertimbangkan situasi organisasi dalam beberapa 
tingkat jabatan penyelia. Jika jabatan itu bertanggung jawab kepada 2 
(dua) jabatan, maka pilihlah tingkat faktor yang berhubungan dengan 
jabatan yang mempunyai tanggung jawab atas penilaian kinerja. 

.. , , .. . . . -.--- 

Faktor 2 - Pengaturan Organisasi memiliki 3 (tiga) level dan nilai 
sebagai berikut: 

. 
Level ~a'ktor 

1 - 1  

1 - 2  

. . . ~ . ~ .  
Nilai Faktor 

175 

350 

Level Faktor 

2 - 1  

2 - 2 

2 - 3 

Nilai Faktor 

100 

250 

350 



c. Faktor 3 - Wewenang Kepenyeliaan dan Manajerial 

Faktor ini meliputi wewenang kepenyeliaan dan manajerial yang 
dijalankan secara berulang. Untuk dapat dinilai dalam faktor ini, suatu 
jabatan harus memenuhi ketentuan wewenang dan tanggung jawab 
yang diuraikan untuk tingkat faktor tertentu. Tingkat faktor yang 
digunakan untuk pengarahan program khusus, fungsi lini, fungsi staf, 
dan kegiatan operasional dan penunjang. Jika wewenang duplikasi 
atau tidak dapat dibedakan di antara beberapa tingkat organisasi, maka 
suatu tingkat faktor dapat digunakan untuk jabatan pada beberapa 
tingkat organisasi. 

Faktor 3 - Wewenang Kepenyeliaan dan Manajerial memiliki 3 (tiga) 
level dan nilai sebagai berikut: 

I Level Faktor 1 Nilai Faktor I 

d. Faktor 4 - Hubungan Personal 

Faktor ini terdiri dari dua bagian yaitu sub faktor sifat hubungan dan 
sub faktor tujuan hubungan/kontak yang dilakukan. 

1) Sub faktor sifat hubungan, sub faktor ini mencakup tingkat hubungan 
organisasi, wewenang, atau pengaruh, dan kesulitan dalam 
melakukan hubungan. Untuk dapat dinilai dalam faktor ini, maka 
mereka yang dihubungi harus: 
a) ikut berperan dalam keberhasilan pelaksanaan pekerjaan; 

b) menjadi syarat yang diperlukan untuk perbaikan; 

c) memiliki dampak yang besar terhadap kesulitan dan tanggung- 
jawab jabatan tersebut; dan 

d) merupakan hubungan langsung 

Sub Faktor 4A - Sifat Hubungan memiliki 4 (empat) level dan nilai 
sebagai berikut: 

Level Faktor 
4A- 1 

4 A - 2  

4 A - 3  

4A - 4  

Nilai Faktor 

25 

50 

75 

100 



2) Sub faktor tujuan hubungan, sub faktor ini mencakup tujuan 
hubungan yang meliputi pengarahan, perwakilan, negosiasi, dan 
komitmen, yang berhubungan dengan tanggung jawab penyeliaan 
dan manajemen. 

Sub Faktor 4B - Tujuan Hubungan memiliki 4 (empat) level dan nilai 
sebagai berikut: 

e. Faktor 5 - Kesul~tan Dalam Pengarahan Pekerjaan 

Faktor ini mengukur kesulitan dan kerumitan pekerjaan dasar dalam 
organisasi yang diarahkan, termasuk pekerjaan lini dan staf, atau 
pekerjaan yang dikontrakkan yang menjadi tanggung jawab penyelia 
dalam ha1 teknis atau pengawasan baik secara langsung atau melalui 
penyelia bawahan, pemimpin tim, atau pihak lain. 

Level Faktor 
48 -1  

48 - 2 

48 - 3 

4 8 - 4  

Penyelia tingkat pertama 

Nilai Faktor 
30 

75 

100 

125 

Tentukan kelas tertinggi pekerjaan dasar jabatan fungsional yang 
diarahkan (yang berorientasi pada misi organisasi) yang merupakan 
25% (dua puluh lima persen) atau lebih beban kerja organisasi. 

Penyelia tingkat dua 

Gunakan metode yang diuraikan di atas untuk penyelia tingkat 
pertama. Bagi sebagian besar penyelia tingkat dua, kelas pekerjaan 
dasar yang dicapai dengan metode tersebut merupakan kelas yang 
sesuai. 

Faktor 5 - kesulitan dalam pengerahan pekerjaan memiliki 8 (delapan) 
level dan nilai sebagai berikut: 

Nilai 
Faktor 

75 
205 

Kelas Pekerjaan Dasar 

Kelas 4 dan dibawahnya atau yang setara 
Kelas 5 atau 6 atau vana setara . - I 

Level 
Faktor 
5 - 1  
5 - 2 

. - 
Kelas I I atau 12 atau yang setara 
Kelas 13 atau yang setara 
Kelas 14 atau yang setara 
Kelas 15 atau lebih tinggi atau yang setara 

340 Kelas 7 atau 8 atau yang setara 5 - 3 

5 - 5 
5 - 6 
5 - 7  
5 - 8 

650 
800 
930 
1030 

505 Kelas 9 atau 10 atau vang setara 5 - 4  



Situasi Khusus, 

f. Faktor 6 - Kondisi Lain 
Faktor ini mengukur berbagai kondisi yang mempengaruhi tingkat 
kesulitan dan kerumitan dalam melaksanakan kewajiban, wewenang 
dan tanggung jawab penyeliaan. 

Untuk dapat menerapkan faktor ini dilakukan melalui langkah-langkah 
sebagai berikut: 

Langkah 1: 

Bacalah setiap definisi level faktor dan pilihlah level faktor tertinggi 
yang dipenuhi oleh jabatan itu. 

Langkah 2: 

Jika level yang dipilih adalah 6-1, 6-2, atau 6-3, maka rujuklah bagian 
yang berjudul Situasi Khusus di bagian akhir faktor ini. Dari 8 (delapan) 
situasi khusus, tentukan berapa banyak situasi khusus yang dipenuhi 
oleh jabatan tersebut. Jika memenuhi 3 (tiga) atau lebih situasi khusus, 
maka tambahkan satu level faktor pada level faktor yang dipilih dalam 
langkah 1. Misalnya, jika tingkat faktor yang dipenuhi oleh jabatan itu 
adalah level faktor 6-3, dan jabatan tersebut memenuhi 3 (tiga) situasi 
khusus, maka level faktor untuk jabatan tersebut menjadi level 6 4 .  

Jika level faktor yang dipilih dalam langkah 1 adalah level faktor 6-4, 6- 
5, atau 6-6, maka jangan merujuk Situasi Khusus, dan jangan 
menarnbah level faktor yang dipilih dalam langkah 1. 

Faktor 6 - Kondisi Lain memiliki 6 (enam) level dan nilai sebagai 
berikut: 

Ada 8 (delapan) situasi khusus yang mungkin mempersulit pekerjaan 
dan pengawasan. Situasi dimaksud adalah ragam pekerjaan, operasi 
giliran kerja, pegawai berfluktuasi atau batas waktu yang selalu berubah, 
penyebaran fisik, situasi khusus penyusunan staf, dampak dari program 
tertentu, perubahan teknologi dan bahaya khusus dan kondisi 
keselamatan kerja. 

Kriteria faktor jabatan struktural adalah sebagaimana tersebut dalam 
Anak Lampiran 1 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. 

Level Faktor Nilai Faktor 



2. Faktor Jabatan Fungsional 

Faktor jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil terdiri dari 9 (sembilan) 
faktor jabatan. Setiap faktor rnemiliki beberapa level dan setiap level 
memiliki kriteria dan nilai tertentu dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. Faktor 1 - Pengetahuan yang Dibutuhkan Jabatan. 
Faktor ini mengukur sifat dan tingkat informasi yang harus dimengerti 
pegawai dalam melakukan pekerjaan yang hasilnya dapat diterima 
(yaitu: langkah-langkah, prosedur, unjuk kerja, ketentuan, kebijakan, 
teori, prinsip-prinsip dan konsep) serta tingkat ketrampilan yang 
diperlukan untuk menerapkan pengetahuan tersebut. 

Faktor 1 - pengetahuan yang dibutuhkan jabatan memiliki 9 (sembilan) 
level dan nilai faktor sebagai berikut: 

b. Faktor 2 - Pengawasan Penyelia 

Faktor ini mengukur sifat dan tingkat pengawasan penyelia secara 
langsung atau tidak langsung, tanggung jawab pegawai, dan evaluasi 
hasil pekerjaan. Pengawasan dilakukan dengan cara pemberian tugas 
dan instruksi pada pegawai, disusunnya prioritas dan batas waktu, dan 

Level Faktor 

ditetapkannya tujuan dan batasannya. Tanggung jawab pegawai 
tergantung sampai tingkat mana pegawai mampu rnengembangkan 

Nilai Faktor 

urutan dan waktu berbagai macam pekerjaan, rnemodifikasi atau 
merekomendasikan modifikasi instruksi, dan berpartisipasi dalam 
penetapan prioritas dan penetapan tujuan. Tingkat evaluasi hasil 
pekerjaan tergantung pada sifat dan luasnya peninjauan, antara lain, 
tinjauan singkat dan terperinci dari setiap fase tugas, tinjauan terperinci 
dari tugas yang telah selesai, tinjauan tertentu pada pekerjaan yang 
telah selesai untuk keakuratan, atau tinjauan hanya untuk kesesuaian 
terhadap kebijakan. 

1 - 1  50 



Faktor 2 - Pengawasan Penyelia memiliki 5 (lima) level dan nilai faktor 
sebagai berikut: 

I Level Faktor 1 Nilai Faktor I 

c. Faktor 3 - Pedoman 

Faktor ini mencakup sifat pedoman dan pertimbangan yang dibutuhkan 
untuk menerapkan pedoman tersebut. Sebagai contoh pedoman 
adalah panduan kerja, prosedur dan kebijakan, praktek tradisional, dan 
bahan referensi seperti kamus, jenis panduan, dan buku panduan 
teknik. Suatu pekerjaan dalam bidang pekerjaan yang berbeda, 
be~ar iasi  dalam ha1 spesifikasi, penerapan, dan ketersediaan 
pedoman. 

Oleh karena itu rintangan dan pertimbangan yang dibutuhkan pegawai 
juga bewariasi. Contohnya, keberadaan instruksi, prosedur, dan 
kebijakan tertentu dapat membatasi peluang pegawai membuat atau 
merekomendasikan keputusan atau tindakan. Tetapi dengan 
ketidakadaan prosedur atau dengan penetapan tujuan secara luas, 
pegawai dapat menggunakan pertimbangan yang luas dalam penelitian 
literatur dan pengembangan metode baru. 

Pedoman tidak sama dengan Faktor 1 yaitu Pengetahuan yang 
dibutuhkan jabatan. Pedoman memberikan referensi data atau 
menentukan hambatan tertentu dalam penggunaan pengetahuan. 
Sebagai contoh, dalam bidang teknologi medis, untuk diagnosa tertentu 
terdapat 3 (tiga) atau 4 (empat) jenis tes yang dinyatakan dalam buku 
panduan. Ahli teknologi medis diharapkan memaharni tes tersebut. 
Tetapi dalam suatu laboratorium, kebijakan yang diberikan hanya 
menggunakan satu dari tes tersebut, atau kebijakan menyebutkan 
secara spesifik kondisi persyaratan pemakaian salah satu dari tes 
tersebut. 



Faktor 3 - Pedoman memiliki 5 (lima) level dan nilai faktor sebagai 
berikut: 

1 Level Faktor I Nilai Faktor 1 

d. Faktor 4 - Kompleksitas 
Faktor ini berhubungan dengan: 

1) sifat penugasan mencakup jenis, jumlah dan keanekaragarnan; 

2) keputusan apa yang harus dilakukan; dan 

3) tingkat kesulitan untuk melakukan tindakan atau respon yang dapat 
diberikan. 

Faktor 4 - Kompleksitas memiliki 6 (enam) level dan nilai faktor 
sebagai berikut: 

e. Faktor 5 - Ruang Lingkup dan Dampak 
Faktor ini mencakup hubungan antara cakupan pekerjaan, antara lain 
tujuan, keluasan, dan kedalaman tugas, dan dampak dari hasil kerja 
atau jasa di dalam dan di luar organisasi. 
Dampak mengukur apakah hasil pekerjaan memfasilitasi pekerjaan 
orang lain, pelayanan tepat waktu, atau berdampak pada penelitian. 
Konsep dampak dan ruang lingkup pekerjaan akan memberikan 
gambaran menyeluruh dalam rnelakukan evaluasi secara konsisten. 
Hanya pekerjaan yang mempunyai dampak yang dipertimbangkan. 

I Level Faktor Nilai Faktor 

4 - 1  25 



f. Faktor 6 - Hubungan Personal 

Faktor 5 - Ruang Lingkup dan Dampak memiliki 6 (enam) level dan 
nilai faktor sebagai berikut: 

Faktor ini meliputi pertemuan langsung, melalui telepon dan dialog 

Level Faktor 

melalui radio dengan orang yang tidak berada dalam rantai penyeliaan. 
Level faktor ini didasarkan pada apa yang dibutuhkan untuk 

Nilai Faktor 

berhubungan, kesulitan komunikasi dengan mereka yang dihubungi, 
dan penentuan dimana hubungan diadakan (antara lain, tingkat 
pegawai dan mereka yang dihubungi mengetahui peran dan wewenang 1 
mcising-masing). :iubungari zn!ara Faktor 6 clan 7 menghendaki 
hubungan yang sama yang akan dievaluasi. Gunakan hubungan 
personal faktor 6 untuk memilih level Faktor 7 tujuan hubungan. 1 
Faktor 6 - Hubungan Personal memiliki 4 (empat) level dan nilai faktor 
sebagai berikut: 

g. Faktor 7 - Tujuan Hubungan 
Faktor ini meliputi tujuan hubungan pribadi berkisar dari pertukaran 
informasi tentang fakta sampai dengan situasi yang menyangkut 
persoalan yang kontroversial atau yang penting dan sudut pandang, 
tujuan atau sasaran yang berbeda. Hubungan dengan oranglpihak 
yang dipergunakan sebagai dasar bagi pemilihan level untuk faktor ini 
harus sama dengan hubungan yang menjadi dasar bagi pemilihan level 
untuk faktor hubungan antar pribadi. 

Level Faktor 

6 -  1 

6 - 2  

6 - 3 

6 - 4 

Nilai Faktor 

10 

25 

60 

110 



Faktor 7 - Tujuan Hubungan memiliki 4 (empat) level dan nilai faktor 
sebagai berikut: 

h. Faktor 8 - Persyaratan Fisik 
Faktor persyaratan fisik mencakup persyaratan dan tuntutan fisik dari 
tugas kerja yang diemban pegawai. Faktor ini meliputi karakteristik fisik 
dan kemampuan (misalnya: kecepatan dan ketangkasan khusus) dan 
pengerahan tenaga fisik pada pekerjaan (misalnya memanjat, 
mendorong, menyeimbangkan, membungkuk, berlutut, merunduk, 
merangkak atau menjangkau). 
Dalam beberapa ha1 frekuensi atau intensitas dari pengerahan tenaga 
fisik harus juga dipertimbangkan, misalnya pekerjaan yang 
membutuhkan berdiri dalam waktu lebih lama banyak mengerahkan 

- ~ ..,...... -. ,...., ., , . , tenaga fisik . . dari .. pada pekerjaan vang membutuhkan berdiri yang hanya 
sebentar. 

Faktor 8 - Persyaratan Fisik memiliki 3 (tiga) level dan nilai faktor 
sebagai berikut: 

Level Faktor Nilai Faktor 

i. Faktor 9 - Lingkungan Pekerjaan 

Level Faktor 

Faktor ini mempertimbangkan resiko dan ketidaknyamanan dalam 
lingkungan pekerjaan, atau sifat dari pekerjaan dan peraturan 

Nilai Faktor 

keamanan yang dibutuhkan. Walaupun penggunaan alat pengaman 
dapat menghilangkan bahaya atau ketidaknyamanan, situasi tertentu 
membutuhkan persyaratan tambahan terhadap pegawai dalam 
melaksanakan peraturan dan teknik keamanan. 

8 - 1  

Faktor 9 - Lingkungan Pekerjaan memiliki 3 (tiga) level dan nilai faktor 
sebagai berikut: 

5 

Level Faktor Nilai Faktor 



Kriteria faktor jabatan fungsional adalah sebagaimana tersebut dalam 
Anak Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. 

C. BATASAN Nl lAl  DAN KELAS JABATAN 

Untuk dapat menentukan kelas jabatan, jumlahkan nilai semua faktor untuk 
mendapatkan total nilai faktor. Total nilai faktor yang berada pada batasan 
nilai menunjukkan kelas jabatan. 

Batasan Nilai dan Kelas Jabatan 

I Batasan Nilai 1 Kelas Jabatan I 

D. TAHAP PELAKSANAAN EVALUASI JABATAN 

1. Persiapan Evaluasi Jabatan 

Tahap persiapan evaluasi jabatan merupakan tahap awal dalam 
pelaksanaan evaluasi jabatan. Tahap persiapan evaluasi jabatan meliputi 
kegiatan pembentukan tim evaluasi jabatan, inventarisasi informasiluraian 
jabatan dan klasifikasi jabatan struktural/fungsional. 

a. Pembentukan Tim Evaluasi Jabatan 

1) Tim Pengarah 

(a) Tim Pengarah terdiri atas: 

(1) Seorang Ketua, yaitu Pejabat Pembina Kepegawaian atau 
pejabat lain yang ditunjuk. 



(2) Paling banyak 6 (enam) orang Anggota, yaitu Pejabat 
eselon I atau eselon II yang merupakan representasi 
satuan kerja pada instansi pemerintah. 

(b) Tugas Tim Pengarah 

(1) Memberikan pengarahan terhadap keseluruhan proses 
analisis dan evaluasi jabatan yang meliputi persiapan, 
pelaksanaan, dan penyusunan nilai dan kelas jabatan 
serta penetapan dan tindak lanjut hasil nilai dan kelas 
jabatan dari aspek strategi dan kebijakan instansi 
pemerintah. 

(2) Secara spesifik memberikan pertimbangan kepada Tim 
Pelaksana dalam proses perumusan strategi dan kebijakan 
penataan jabatan terkait dengan nilai dan kelas jabatan di 
lingkungan instansi pemerintah. 

2) Tim Pelaksana 

(a) Tim Pelaksana terdiri atas: 

(1) Seorang Ketua merangkap anggota; 

(2). Seorang Sekrdaris merangk5.p zriygniz; , . ., 
(3) Anggota, banyaknya disesuaikan dengan kebutuhan; dan 

(4) Tenaga pendukung sekretariat, banyaknya disesuaikan 
dengan kebutuhan. 

(b) Tugas Tim Pelaksana 

(1) Membuat dan menyusun rencana kegiatan atau langkah- 
langkah proses evaluasi jabatan di lingkungan instansi 
pemerintah. 

(2) Melaksanakan evaluasi jabatan di lingkungan instansi 
pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan pedoman 
evaluasi jabatan ini. 

(3) Menginventarisasi, menganalisis dan mengevaluasi jabatan 
serta menyusun peringkat jabatan di lingkungan instansi 
pemerintah. 

(4) Mengkoordinasikan validasi peringkat jabatan di lingkungan 
instansi pemerintah dengan Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan 
Kepegawaian Negara. 

(5) Menyiapkan rancangan peraturan perundangan-undangan 
tentang peringkat jabatan di lingkungan instansi 
pemerintah. 



(6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang dipandang perlu 
berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana 
dimaksud pada angka (I), (2), (3), (4), dan (5). 

(c) Persyaratan Anggota Tim Pelaksana Evaluasi Jabatan 

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Ketua atau Anggota 
Tim Evaluasi Jabatan di lingkungan instansi pemerintah adalah: 

(1) berstatus sebagai Pegawai Negeri; 

(2) memiliki kemampuan tentang evaluasi jabatan; dan 

. (3) syarat obyektif lainnya (seperti pernah mengikuti 
pendidikan dan latihan analisis jabatan). 

b. lnventarisasi lnformasi Jabatan 

lnventarisasi informasi jabatan adalah inventarisasi tentang informasi 
identitas jabatan, deskripsi tugas jabatan, dimensi-dimensi jabatan, dan 
spesifikasi jabatan serta informasi lainnya yang diperlukan. 

1) ldentitas jabatan meliputi nama jabatan, kode jabatan, dan posisil 
lokasi jabatan. 

2) Deskripsi tugas jabatan meliputi ikhtisarttujuan jabatan, uraian 
. .. , - . ,. . ...- rugaslkegiatan jabatan, serta isahan, alaffprcrsedirr, ti:i.ii i1;~s;ikerja. . . . .. 

3) Dimensi jabatan meliputi tanggung jawab, wewenang, 
pengawasan, korelasilhubungan jabatan, kondisi lingkungan kerja, 
dan kemungkinan risiko bahaya. 

4) Spesifikasi jabatan meliputi syarat jabatan, standar prestasi kerja 
yang diharapkan, dan informasi lainnya. 

c. Klasifikasi Jabatan 

Langkah awal yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi 
jabatan di lingkungan suatu instansillembaga adalah: 

1) Mengidentifikasi Jabatan 

ldentifikasi jabatan dilakukan kepada seluruh jabatan yang ada di 
lingkungan suatu instansillembaga yang akan dievaluasi. 
ldentifikasi jabatan dilakukan melalui identifikasi terhadap sifat dan 
jenis tugas, tanggung jawab, serta wewenang dari suatu jabatan 
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. 

2) Mengklasifikasi Jabatan 

Klasifikasi jabatan dilakukan berdasarkan hasil identifikasi jabatan 
terhadap seluruh jabatan yang ada. Klasifikasi jabatan di 
lingkungan instansi pemerintah tersebut terdiri atas: 

a) Jabatan Struktural; 

b) Jabatan Fungsional Tertentu; dan 

c) Jabatan Fungsional Umum. 



2. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan 
Tahapan pelaksanaan evaluasi jabatan untuk jabatan struktural, 
fungsional tertentu, dan fungsional umum adalah sebagai berikut: 

a. Penilaian Jabatan 

1) Menyiapkan informasi jabatan yang lengkap dari semua jabatan 
yang akan dievaluasi. lnformasi jabatan ini dapat dilihat dalam 
format uraian jabatan yang telah ditentukan atau dari hasil analisis 
jabatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 

Contoh lnformasi jabatan adalah sebagaimana tersebut daiam 
Anak Lampiran 3 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara 
ini. 

2) Mempelajari setiap informasi jabatan yang disediakan dalam uraian 
jabatan pada setiap jabatan yang akan dievaluasi; 

3) Melakukan penilaian pada setiap jabatan, yaitu : 
a) untuk jabatan struktural menggunakan 6 (enam) faktor dan 

kriteria yang telah ditentukan dengan memilih tingkat (level) yang 
dianggap tepat untuk masing-masing faktor dan dimulai dari 

. . , , . . . ,.. . , .- .fak!$: 1 !satu)yaitu fattor ruang lingkup programdan damnak . ., . . 

Untuk memperrnudah penilaian jabatan struktural dengan 
menggunakan 6 (enam) faktor dan kriteria faktor jabatan 
tersebut dapat digunakan daflar pertanyaan penilaian jabatan 
struktural sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 4 
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. 

Contoh formulir hasil penilaian jabatan struktural sebagaimana 
tersebut dalarn Anak Lampiran 5 Peraturan Kepala Badan 
Kepegawaian Negara ini. 

b) untuk jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum dengan 
menggunakan 9 (sembilan) faktor dan kriteria yang telah 
ditentukan dengan memilih tingkat (level) yang dianggap tepat 
untuk masing-masing faktor dan dimulai dari faktor 1 (satu) yaitu 
faktor pengetahuan yang dibutuhkan jabatan. 

Untuk mempermudah penilaian jabatan fungsional tertentu dan 
fungsional umum dengan rnenggunakan 9 (sembilan) faktor dan 
kriteria faktor jabatan tersebut dapat digunakan daflar 
pertanyaan penilaian jabatan fungsional tertentu dan fungsional 
umum sebagairnana tersebut dalam Anak Lampiran 6 Peraturan 
Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. 
Contoh formulir hasil penilaian jabatan fungsional tertentu dan 
fungsional umum sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran 7 
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. 



b. Penyusunan Peta Jabatan 

Penyusunan peta jabatan di lingkungan instansi masing-masing 
didasarkan pada kedudukan setiap jabatan dalam unit kerja (paling 
tinggi eselon II) sesuai dengan struktur organisasi yang ada. Peta 
jabatan dimaksud berisi informasi jumlah kekuatan pegawai untuk 
setiap jabatan yang termasuk dalam unit kerja setingkat eselon II atau 
satuan kerja mandiri (unit pelaksana teknis). 

Peta Jabatan dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam 
Anak Lampiran 8 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. 

c. Penyusunan lnformasi Faktor Jabatan 

lnformasi faktor jabatan di lingkungan instansi disusun berdasarkan 
inforrnasi jabatan, peta jabatan serta nilai dan kelas jabatan. lnformasi 
faktor jabatan terdiri atas informasi jabatan struktural dan informasi 
jabatan fungsional tertentu dan informasi jabatan fungsional umum. 
lnformasi Faktor Jabatan meliputi: 
1) lnformasi Jabatan 

lnformasi jabatan meliputi jenis jabatan, nama jabatan, unit kerja, 
instansi, peranllkhtisar jabatan, uraian tugas, tanggung jawab dan 
f-iasii +A'" '..-.-$. , , G,JU juud,m. . . .  

2) Level Faktor Jabatan 
Level faktor jabatan meliputi tingkatan dan nilai masing-masing 
faktor jabatan. 

a) Level Faktor Jabatan Struktural 
(1) Ruang lingkup dan dampak program, ditentukan 

berdasarkan peranllkhtisar jabatan, uraian tugas, tanggung 
jawab dan hasil kerja jabatan. 

(2) Pengaturan organisasi, ditentukan berdasarkan IetaW posisi 
jabatan dalam peta jabatan unit kerjalorganisasi. 

(3) Wewenang penyeliaan dan manajerial, ditentukan 
berdasarkan tingkat kewenangan jabatan dalam informasi 
jabatan. 

(4) Hubungan personal, ditentukan berdasarkan korelasil 
hubungan kerja jabatan dalam informasi jabatan. 

(5) Kesulitan dalam pengarahan pekerjaan, ditentukan 
berdasarkan tingkat kesulitan dalam pengarahan pekerjaan 
sesuai jabatan yang ada di bawah jabatan yang 
bersangkutan dalam peta jabatan. 

(6) Kondisi lain, ditentukan berdasarkan tingkat kesulitan dan 
kerumitan dalam melaksanakan kewajiban, wewenang, dan 
tanggung jawab penyeliaan jabatan di bawah jabatan yang 
bersangkutan dalam peta jabatan. 



Selain 6 (enam) faktor jabatan diatas, tambahkan jika ada informasi 
lain yang terkait dengan situasi khusus, seperti ragam pekerjaan, 
operasi giliran kerja, pegawai berfluktuasi atau batas waktu yang 
selalu berubah, penyebaran fisik, situasi khusus penyusunan staf, 
dampak dari program tertentu, perubahan teknologi dan bahaya 
khusus dan kondisi keselamatan kerja. 

b) Tingkat Faktor Jabatan Fungsional Tertentu dan Fungsional 
Umum 

(1) Pengetahuan yang dibutuhkan jabatan, ditentukan 
berdasarkan syarat jabatan dalam informasi jabatan. 

(2) Pengawasan penyelia, ditentukan berdasarkan tingkatan 
pejabat struktural yang mengawasilatasan langsung dalam 
peta jabatan. 

(3) Pedoman, ditentukan berdasarkan alat kerja, prosedurl 
peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan 
sesuai informasi jabatan. 

(4) Kompleksitas, ditentukan berdasarkan tingkat kesulitan 
dalam mengidentifikasi dan melaksanakan pekerjaan. 

dan dari~pak, ditentukan berdasarkrl (5j Kuang iingKup 
peranlikhtisar jabatan, uraian tugas, tanggung jawab dan 
hasil kerja jabatan. 

(6) Hubungan personal dan tujuan hubungan, ditentukan 
berdasarkan korelasilhubungan kerja jabatan dalam 
informasi jabatan. 

(7) Persyaratan fisik, ditentukan berdasarkan tingkatan syarat 
fisik yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas sesuai 
syarat jabatan dalam informasi jabatan. 

(8) Lingkungan pekerjaan, ditentukan berdasarkan kondisi 
lingkungan yang ada pada informasi jabatan. 

c) Hasil Evaluasi Jabatan 
Hasil evaluasi jabatan meliputi faktor jabatan, nilai yang 
diberikan, dan tingkat faktor jabatan untuk masing-masing 
jabatan (struktural dan fungsional tertentu dan fungsional 
umum). 
Contoh informasi faktor jabatan struktural, informasi faktor 
jabatan fungsional tertentu, dan informasi jabatan fungsional 
umurn dibuat menurut contoh sebagaimana tersebutdalam Anak 
Lampiran 9, Anak Lampiran 10, dan Anak Lampiran 11 
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. 



3. Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil 

a. Validasi Nilai dan Kelas Jabatan 

1) Hasil evaluasi jabatan yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Jabatan 
masing-masing kementerianllembaga berupa: 

a) Nilai dan kelas jabatan struktural; 
b) Nilai dan kelas jabatan fungsional tertentu; dan 
c) Nilai dan kelas jabatan fungsional umum. 

2) Nilai dan kelas jabatan di lingkungan KementerianlLembaga 
selanjutnya divalidasi oleh: 

a) Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang 
ditunjuklditugaskan; 

b) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
atau pejabat lain yang ditunjuklditugaskan; dan 

c) Sekretaris KementerianlLembaga atau pejabat lain yang 
ditunjuklditugaskan. 

b. Penyusunan Berita Acara Hasil Validasi Nilai dan Kelas Jabatan 
- .  

Hasii validasilverifikasi riiliii Baii itelas jabatafi oleh Kernenterian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
(Kementerian PAN dan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) 
dituangkan dalam Berita Acara Hasil Validasi Nilai dan Kelas Jabatan 
di lingkungan instansi diparaf oleh pejabat struktural Kementerian PAN 
dan RB, pejabat struktural di lingkungan BKN, dan pejabat struktural 
dari instansi yang bersangkutan sebelum ditandatangani oleh: 

1) Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang 
ditunjuklditugaskan; 

2) Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau 
pejabat lain yang ditunjuklditugaskan; dan 

3) Sekretaris KementerianlLembaga atau pejabat lain yang ditunjukl 
ditugaskan. 

Berita Acara Hasil Validasi Nilai dan Kelas Jabatan di lingkungan 
instansi dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak 
Lampiran 12 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. 



c. Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan 

Tahapan pelaksanaan penetapan nilai jabatan dan kelas jabatan 
Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut: 

Tim lnstansi Menyusun 
(Uraian) Jabatan dan lnformasi Faktor Jabatan 

Tim lnstansi Melaksanakan 
Evaluasi Jabatan 

3 
Tim lnstansi Melakukan Pembahasan dengan Kedeputian SDM 

I 
Aparatur dan BKN Untuk Mem.veiifi~asi iiasil Evaiuasi Jabatan 

(Nilai dan Kelas Jabatan) 

4 

lnstansi mengadakan rapat final~sasi hasil evaluasi jabatan (nilai 
dan kelas jabatan) dengan Deputi Bidang SDM Aparatur 

Kementerian PAN dan RB, Kepala BKN, dan Sekretaris WL atau 
Pejabat yang ditunjuklditugaskan dari masing-masing instansi tsb. 
Hasil rapat finalisasi nilai dan kelas jabatan dibuat dalam Berita 

4. Evaluasi 

a. Pelaksanaan kegiatan evaluasi nilai dan kelas jabatan dilakukan: 

1) Adanya perubahan tugas pokok dan fungsi jabatan; dan 
2) Adanya perubahan struktur organisasi. 

b. Mekanisme penilaian kembali atas perubahan yang terjadi 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan sesuai dengan 
tahapan pelaksanaan evaluasi jabatan yang diatur dalam Peraturan 
Kepala Badan Kepegawaian Negara ini. 



Ill. PENUTUP 
1. Apabila dalam rnelaksanakan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara 

ini dijumpai kesulitan, agar ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian 
Negara untuk mendapat penyelesaian. 

2. Ketentuan lain yang belurn diatur dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian 
Negara ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. 

3. Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

GAWAIAN NEGARA, 



ANAK LAMPIRAN 1 PERATURAN KEPALA BADAN 
KEPEGAWAIAN NEGARA 

Contoh NOMOR : 21 TAHUN 2011 
Kriteria Faktor Jabatan Struktural TANGGAL : 18 JULl2011 

KRlTERlA FAKTOR JABATAN STRUKTURAL 

1 FAKTOR 1 LEVEL / 
I 

JABATAN 
KRlTERlA 1 NILAI 1 

RUANG 
LINGKUP DAN 

DAMPAK 
(5 LEVEL) 

1 

Level 2 

2 I 3 I 4 

Pekerjaan yang diarahkan bersifat prosedural, 
rutin, dan secara tipikal memberikan jasa atau 
produk kepada orang tertentu atau kepada unit 
organisasi terkecil di dalam organisasi. 

I Ilustrasi: I 

FAKTOR 1 I Level 1 / a. RUANG LINGKUP 

Mengarahkan pekerjaan kurir, pekerjaan satpam, 
pekerjaan klerek, atau pekerjaan penunjang 
laboratorium yang berada di bawah kelas 7, atau 
yang setara. 

b. DAMPAK 
Pekerjaan yang diarahkan memudahkan 
pekerjaan orang lain dalam unit organisasi 
langsung, memberikan respon kepada permintaan 
atau kebutuhan spesifik dari pegawai, atau hanya 
mempengaruhi fungsi tertentu yang terlokalisasi. 
Ilustrasi: 
Memberikan jasa kepada unit organisasi, kantor 
lapangan yang berukuran kecil, atau kegiatan 
setara. 

a. RUANG LINGKUP 
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Segmen program atau pekerjaan yang diarahkan 
bersifat pekerjaan administratif, pekerjaan teknis, 
pekerjaan klerek yang rumit, atau yang setara. 
Ilustrasi: 
Mengarahkan jasa anggaran, manajemen, staf, 
suplai, pemeliharaan, perlindungan, 
perpustakaan, daftar gaji, atau jasa serupa, yang 
menunjang suatu rumah sakit atau kantor 
lapangan instansi yang berukuran sedang dan 
memiliki kerumitan terbatas. 



Level 3 

ATAU I 
Mengarahkan kegiatan segmen program yang 
setara dengan kegiatan di atas tetapi berada 
pada tingkat organisasi yang lebih tinggi 
dalam instansi terkait, misalnya, bagian dari 
sebuah biro. 

b. DAMPAK 
Jasa atau produknya: 1 
1. menunjang dan cukup mempengaruhi kantor 

lapangan, kantor daerah, atau operasi dan 
sasaran kantor lapangan, atau segmen 
program yang setara; atau 
llustrasi : I 
Kantor lapangan yang memberikan jasa 
kepada masyarakat atau memberikan 
sebagian jasa sesuai kasus yang dibutuhkan 
kepada masyarakat dalam populasi kecil. 

2. memberikan jasa kepada populasitpemakai 
dengan lingkup sedang, lokal atau terbatas 
pada sebuah kota kecil atau pedesaan. 
Ilustrasi: i 
Ukuran populasi yang dilayani kantor 
lapangan setara dengan semua warga dalam 
sebuah kota kecil. Tergantung pada sifat 
layanan yang diberikan, populasi yang 
dilayani boleh terkonsentrasi pada satu kota 
saja atau tersebar pada suatu wilayah 
geografis yang lebih luas. 

3. Fungsi, kegiatan, atau jasa yang diberikan 
mencakup geografis terbatas dan menunjang 
sebagian besar kegiatan kantor lapangan, 
kantor daerah, atau kegiatan setara dalam 
segmen program instansi. 
Ilustrasi: 
Jasa yang diberikan secara langsung 
berdampak terhadap fungsi dan kegiatan lain 
di seluruh jajaran organisasi yang didukung 
danlatau populasilpemakai dalam jumlah 
kecil. 

a. RUANG LINGKUP 
Segmen program atau pekerjaan yang diarahkan 
bersifat pekerjaan teknis, pekerjaan administratif, 
atau pekerjaan profesional. Segmen program atau 
pekerjaan yang diarahkan mencakup suatu 
daerah ibukota, suatu daerah, atau suatu daerah 
kecil di beberapa daerah. 



Ilustrasi: 
Mengarahkan perencanaan, pengawasan, dan jasa 
lainnya untuk pembangunan fasilitas yang komplek 
untuk satu atau beberapa instansi di beberapa 
lokasi. Fasilitas tersebut sangat penting untuk 
operasi lapangan yang dilakukan oleh satu atau 
beberapa instansi untuk beberapa daerah provinsi. 
Mengarahkan pelayanan administrasi (pegawai, 
manaiemen suplai, anggaran, manajemen fasilitas, 
atau - yang sejenis) yang menunjang dan 
mempengaruhi operasi suatu organisasi biro atau 
organisasi markas komando militer penting, suatu 
organisasi dengan ukuran yang serupa atau 
sekelompok organisasi yang secara keseluruhan 
adalah setara. 

b. DAMPAK 
Kegiatan, fungsi, atau jasa yang diberikan secara 
langsung mempengaruhi pekerjaan instansi, 
pekerjaan instansi lain, operasi sektor industri, 
atau masyarakat luas. 
Ilustrasi: 
Dalam memberiitan jasa secara iangsung kepada 
masyarakat luas, sebagian besar program lini 
instansi tersebut diberikan untuk masyarakat 
dengan populasi ukuran sedang. Ukuran populasi 
sedang adalah setara dengan sekelompok warga 
danlatau perusahaan di beberapa pedesaan, kota 
kecil, atau bagian dari kota metropolitan. 
Pada tingkat lapangan (mencakup organisasi 
multimisi yang besar, kornplek, dan rumit, danlatau 
populasi yang sangat besar yang setara dengan 
beberapa contoh di bawah ini) pekerjaan tersebut 
secara langsung rnempengaruhi atau menunjang 
fungsi yang sangat penting dari pekerjaan teknis, 
pekerjaan profesional, dan pekerjaan administratif 
yang sangat banyak, beragam, dan rumit. 
Ilustrasi: 
Tergantung pada total populasi yang dilayani dan 
tingkat kompleksitas dan intensitas pelayanan itu 
sendiri, populasi yang dilayani dapat 
terkonsentrasi pada satu wilayah geografis 
tertentu, atau meliputi sebagian besar dari 
populasi berbagai daerah, atau kelompok populasi 
yang setara. 



a. RUANG LINGKUP 
Mengarahkan suatu segmen program pekerjaan 
profesional, pekerjaan sangat teknis, atau 
pekerjaan administratif yang rumit, yang meliputi: 
1. pengembangan aspek penting dalam 

pengembangan ilmiah, medis, hukum, 
administratif, peraturan, dan kebijakan, atau 
program yang sangat teknis yang setara; atau 

2. operasi utama beberapa instalasi industri 
besar yang sangat rumit milik pemerintah. 

b. DAMPAK 
1. Menimbulkan dampak terhadap kantor pusat 

instansi, beberapa program di seluruh tingkat 
biro, atau sebagian besar kantor lapangan 
instansi; atau 

2. memfasilitasi pencapaian misi atau program 
nasional suatu instansi; atau 

3. menimbulkan dampak terhadap sebagian 
besar populasi bangsa atau satu atau 
beberapa segmen industri besar; atau 

4,  mendapat perhatian yang berkesinambungan 
dari DPR atau dari media massa. 
Ilustrasi: 
1. Mengarahkan program atau segmen 

program yang sangat penting dari: 
a) pusat penelitian dan pengembangan 

yang besar dan komplek ruang 
angkasa, dan bawah laut; 

b) departemen produksi perkapalan atau 
pusat logistik pesawat terbang; 

c) pusat medis yang melakukan penelitian 
dan pengembangan atau beberapa 
program medis lain untuk kepentingan 
nasional. 

Segmen program yang diarahkan 
mempengaruhi beberapa segmen sektor 
industri besar, atau mendapat perhatian 
yang berkesinambungan dari DPR atau 
dari media massa, atau sangat penting 
untuk program pertahanan, ruang angkasa, 
atau kesehatan masyarakat. 

2. Mengarahkan suatu segmen program yang 
mempunyai aspek utama dalam 
pengaturan, pelayanan masyarakat, atau 
penerimaan pajak untuk sebagian besar 
negara atau sejumlah daerah. Segmen 



Level 5 

program yang diarahkan secara langsung 
mempengaruhi sebagian besar penduduk 
atau sektor usaha. - 

3. Mengarahkan pelayanan administrasi 
(analisis anggaran, manajemen, atau 
pegawai) untuk seluruh kator pusat instansi 
atau sebagian besar kantor lapangan. 
Segmen program yang diarahkan berguna 
untuk membentuk atau menyempurnakan - i 
struktur, efektifitas, efisiensi, atau 
produktifitas beberapa bagian penting dari 
misi utama instansi, program berbagai 
daerah, seluruh jajaran kantor pusat, atau 
proyek untuk kepentingan nasional. 

RUANG LINGKUP DAN DAMPAK DIGABUNGKAN 
Mengarahkan suatu program yang ruang lingkup 
maupun dampak program atau organisasi yang 
diarahkan merupakan satu atau beberapa dari yang 
berikut ini (secara nasional, di seluruh jajaran 
instansi, di seluruh jajaran industri; atau di seluruh 
jajaran pemerintah): 
1. yang merupakan kepentingan nasional atau 

kepentingan nasional instansi tersebut; 
2. mendapat perhatian yang berkesinarnbungan dari 

DPR atau dari media rnassa; atau 
3. yang memiliki dampak yang luas terhadap 

masyarakat. 
ATAU 

Mengarahkan beberapa segmen program yang kritis, 
proyek ilmiah yang penting, atau organisasi yang 
memiliki ruang lingkup dan dampak yang setara. 

Ilustrasi: 
1. Mengarahkan kebijakan instansi yang 

mempengaruhi masyarakat luas, atau satu 
atau beberapa sektor industri besar. 
Jabatan ini memimpin organisasi penting 
yang mernpunyai tugas mengembangkan, 
mengeluarkan, dan melaksanakan 
kebijakan, peraturan, dan pedoman lain, 
yang digunakan seluruh jajaran instansi, 
atau mempengaruhi kegiatan penting 
sektor industri besar, atau mempengaruhi 
rnasyarakat umum. 

2. Mengarahkan pengembangan beberapa 
sub-sistem yang paling kritis dan rumil 
dalam program pengembangan sistem 
persenjataan atau ruang angkasa yang 
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atau di bawahnya) memiliki dampak langsung 
yang cukup besar terhadap satu atau beberapa 
sektor industri penting, terhadap misi nasional 
instansi, atau terhadap pertahanan nasional. 

KRlTERlA 

3 

Jabatan ini bertanggung jawab kepada suatu jabatan 
yang berada pada dua atau beberapa tingkat di 
bawah jabatan struktural tertinggi, misalnya jabatan 
yang paling rendah dalam mata rantai komando, atau 
jabatan yang tingkatnya setara atau lebih tinggi 
dalam mata rantai pengawasan langsung. 
Jabatan ini bertanggung jawab kepada suatu jabatan 
yang berada satu tingkat di bawah jabatan struktural 
tertinggi atau jabatan yang setara atau lebih tinggi 
dalam mata rantai pengawasan langsung. 
Jabatan ini adalah jabatan struktural tertinggi. 

KRlTERlA 

Jabatan pada tingkat ini memenuhi: 
Ketentuan a: 
1. Merencanakan dan menjadwalkan pekerjaan yang 

berorientasi pada output setiap 3 bulan dan setiap 
tahun, atau mengarahkan tugas yang jangka 
waktunya sama. 

2. Menyesuaikan kelas pegawai atau prosedur kerja 
dalam unit organisasi untuk membuat alokasi 
surnber daya pada jenjang yang lebih tinggi. 

3. Mempertimbangkan pembelian peralatan baru. 
4. Menyempurnakan metode dan prosedur kerja 

yang digunakan. 
5. Mengawasi pengembangan data, estimasi, 

statistik, saran, dan informasi lain yang berguna 
untuk pejabat yang lebih tinggi dalam menentukan 
tujuan dan sasaran yang diutamakan. 

6. Memutuskan metodologi yang digunakan untuk 
mencapai tujuan dan sasaran, dan untuk 
menentukan strategi manajemen lainnya. 

ATAU 

NlLAl 
- 

4 - 
100 



Ketentuan b: 
Jika pekerjaannya dikontrakkan, memberikan 
~erbagai input teknis dan melakukan pengawasan 
iang setara dengan semua atau hampir semua yang 
Jerikut ini: 
1. Menganalisis manfaat dan biaya pelaksanaan 

pekerjaan jika dilakukan dalam organisasi atau 
dikontrakkan kepada pihak lain. 

2. Memberikan rekomendasi apakah pekerjaan 
tersebut harus dikontrakkan kepada pihak lain. 

3. Memberikan persyaratan dan uraian teknis 
pekerjaan yang akan dilaksanakan. 

4 .  Merencanakan dan menyusun jadwal, batas 
waktu, dan standar pekerjaan yang dapat 
diterima. 

5. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan jadwal 
pekerjaan kontraktor dengan pekerjaan bawahan 
atau pihak lain 

6. Melacak kemajuan dan kualitas kerja. 
7 Mengat~lr bawahan melakukan inspeksl y a y  

d~persyaratkan. 
8. Memutuskan dapat diter~ma, ditolak, atau 

dikoreks~ produk atau jasa kerja yang 
mempengaruhi pembayaran kepada kontraktor 

ATAU 
Ketentuan c: 
Melaksanakan sekurang-kurangnya tiga dari empat 
yang pertama, dan enam atau lebih dari sepuluh 
wewenang dan tanggung jawab berikut ini: 
1. Merencanakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh 

bawahan, menetapkan dan rnenyesuaikan 
prioritas jangka pendek, dan menyusun jadwal 
penyelesaian pekerjaan. 

2. Memberikan pekerjaan kepada bawahan 
berdasarkan prioritas, tingkat kesulitan dan 
persyaratan tugas, dan kemampuan pegawai. 

3. Mengevaluasi kinerja bawahan. 
4. Memberikan saran atau petunjuk kepada 

pegawai masalah pekerjaan dan adrninistrasi. 
5. Mewawancarai calon pegawai dalam unit kerja; 

memberikan rekomendasi pengangkatan, 
promosi atau alih tugas ke jabatan lain. 

6. Mendengarkan dan menyelesaikan pengaduan 
dari pegawai. 



Level 2 

- 

. Melakukan tindakan disiplin ringan, seperti 
peringatan dan teguran, memberikan 
rekomendasi tentang tindakan lain dalam kasus 
yang lebih berat. 

I. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dan 
pelatihan pegawai dengan cara memberikan atau 
mengatur. 

I .  Menemukan cara pengembangan output atau 
meningkatkan kualitas pekerjaan yang diarahkan. 

0. Mengembangkan standar kinerja. 
Jntuk dapat mencapai tingkat ini, maka jabatan harus 
nemenuhi. 
(etentuan a: 
, Menjalankan wewenang manajerial untuk 

menetapkan rencana dan jadwal kerja tahunan 
dan multi tahun di lingkungan sendiri atau 
pekerjaan yang dikontrakkan. 

!. Memastikan pelaksanaan (oleh unit organisasi 
yang lebih rendah atau yang lain) tujuan dan 
sasaran segmen program atau fungsi yang 
diawas~. 

I. Menentukan tujuan dan sasaran yang perlu 
ditekankan; menentukan ~endekatan atau solusi 
terbaik untuk menyelesaikan masalah anggaran; 
dan merencanakan kebutuhan staf jangka 
panjang, termasuk apakah akan mengontrakkan 
pekerjaan kepada pihak lain. 
Jabatan ini berhubungan erat dengan pejabat 
struktural tertinggi (atau pejabat kepegawaian 
instansi) untuk mengembangkan tujuan dan 
sasaran pengembangan staf, program, atau 
segmen program. 
Misalnya, jabatan mengarahkan pengembangan 
data; pengembangan keahlian dan wawasan, atau 
memperoleh pendapat umum, penyusunan 
makalah atau proposal legislasi, dan pelaksanaan . . 

kegiatan yang setara yang menunjang 
pengembangan tujuan dan sasaran yang 
berhubungan dengan manajemen program dan 
pengembangan atau perumusannya pada tingkat 
yang lebih tinggi. 

ATAU 

blelaksanakan semua atau hampir semua wewenang 
lan tanggung jawab penyeliaan pada tingkat faktor 3- 
I c: 



I Merencanakan pekerjaan yang dilaksanakan oleh 
bawahan, menetapkan dan menyesuaikan 
prioritas jangka pendek, dan menyusun jadwal 
penyelesaian pekerjaan. 

2. Memberikan pekerjaan kepada bawahan 
berdasarkan prioritas, tingkat kesulitan dan 
persyaratan tugas, dan kemampuan pegawai; 

3. Mengevaluasi kinerja bawahan. 
4. Memberikan saran atau petunjuk kepada 

pegawai masalah pekerjaan dan administrasi. 
5. Mewawancarai calon pegawai dalam unit kerja; 

memberikan rekomendasi pengangkatan, 
promosi atau alih tugas ke jabatan lain. 

6. Mendengarkan dan menyelesaikan pengaduan 
dari pegawai. 

7. Melakukan tindakan disiplin ringan, seperti 
peringatan dan teguran, memberikan 
rekomendasi tentang tindakan lain dalam kasus 
yang lebih berat. 

8. Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dan 
pelatihan pegawai dengan cara memberikan atau 
mengatur pengembangan dan pelatihan yang 
diperlukan. 

9. Menemukan cara pengembangan output atau 
meningkatkan kualitas pekerjaan yang diarahkan. 

10. Mengembangkan standar kinerja. 
DAN 

Sekurang-kurangnya delapan dari yang berikut ini: 
1. Mengarahkan, mengkoordinasikan atau 

mengawasi pekerjaan dengan menggunakan 
salah satu dari pejabat penyelia, pemimpin tim 
kerja, koordinator kelompok, ketua komite, atau 
pegawai yang setara danlatau melakukan 
pengawasan serupa terhadap kontraktor. 

2. Menjalankan tanggung jawab yang cukup besar 
dalam menangani pejabat dalam unit organisasi 
atau organisasi lain, atau memberikan nasihat 
kepada pejabat yang kelasnya lebih tinggi. 

3. Memastikan keadilan (di antara unit, kelompok, 
tim, proyek, dan lain-lain) tentang standar kinerja 
dan teknik penentuan nilai yang dikembangkan 
oleh bawahan, atau memastikan keadilan tentang 
penilaian bawahan pada kemampuan kontraktor 
atau pekerjaan yang diselesaikan oleh kontraktor. 



Level 3 

4. Mengarahkan program atau segmen program 
yang menggunakan sumber daya yang besar 
(misalnya program multi miliar rupiah dalam 
anggaran tahunan). 

5. Mengambil keputusan tentang masalah 
pekerjaan yang diajukan oleh penyelia bawahan, 
pemimpin tim, atau pegawai yang setara, atau 
kontraktor. 

6. Mengevaluasi pejabat penyelia bawahan atau 
pemimpin tim dan berfungsi sebagai pejabat 
peninjau pada evaluasi kinerja pegawai 
fungsional yang dinilai oleh pejabat penyelia 
bawahan. 

7. Melakukan atau menyetujui seleksi pegawai 
fungsional di lingkungannya. 

8. Merekomendasikan seleksi pejabat penyelia 
bawahan, pemimpin tim, pemimpin kelompok, 
atau jabatan direktur proyek yang 
mengkoordinasikan pekerjaan pihak lain, dan 
jabatan serupa. 

n . a r -  r . ~ e ! ~ i ~ ~ , ~ ~ ~ k a n  -4-.-- Can ~~nye lesa i kan  ke!uhan 

kelompok atau pengaduan pegawai. 
10. Meninjau dan menyetujui tindakan disiplin 

(misalnya teguran) pegawai fungsional bawahan. 
11. Mengambil keputusan tentang kebutuhan 

pelatihan yang mahal atau kontroversial dan 
pengajuan pelatihan pegawai. 

12. Menentukan apakah pekerjaan yang dilakukan 
kontraktor sudah memenuhi standar kecukupan 
yang diperlukan untuk otorisasi pembayaran. 

13. Menyetujui anggaran biaya kenaikan kelas 
jabatan, upah lembur, dan perjalanan dinas 
pegawai. 

14. Merekomendasikan penghargaan bagi pegawai 
fungsional dan perubahan kelas jabatan. 

15. Menemukan dan melaksanakan cara untuk I 
menghapuskan atau mengurangi 
dalam pekerjaan, meningkatkan pengembangan hambatan 1 
tim, at& menyempurnakan metode kerja. 

- 

Jabatan pada tingkat faktor ini harus memenuhi 
tingkat faktor 3-1 atau tingkat faktor 3-2 ditambah 
dengan kriteria ketentuan a atau b di bawah ini: 
Ketentuan a: 
1. Mengawasi seluruh perencanaan, pengarahan, 

dan pelaksanaan suatu program, beberapa 
segmen program (yang dikelola melalui beberapa 



FAKTOR 
JABATAN 

FAKTOR 4 
HUBUNGAN 
PERSONAL 

SUB FAKTOR 
4A- - 

SlFAT 
HUBUNGAN 
(4 LEVEL) 

LEVEL 

2 

Level 1 

Level 2 

unit organisasi bawahan), atau beberapa fungsi 
staf yang setara, termasuk pengembangan, 
penugasan, dan pencapaian tujuan dan sasaran 
pejabat penyelia unit organisasi bawahan. 

2. Menyetujui rencana kerja jangka panjang (multi- 
tahun) yang dikembangkan oleh pejabat penyelia 
unit organisasi bawahan dan mengelola seluruh 
pekerjaan untuk meningkatkan pencapaian tujuan 
dan sasaran. 

3. Mengawasi perubahan rencana jangka panjang, 
tujuan dan sasaran pekerjaan yang diarahkan. 

4. Mengelola perubahan tingkat alokasi dana atau 
perubahan lain sebagai akibat dari perkem- 
bangan perubahan kebijakan atau undang- 
undang. 

5. Mengelola perubahan organisasi yang diarahkan, 
atau perubahan besar pada struktur dan isi 
program atau segmen program yang diarahkan. 

6. Mengalokasikan anggaran dalam organisasi. 

ATAL: 
Ketentuan b: 
Menetapkan tindakan kepegawalan dan proposal 
jesain organlsasi yang d~rekomendasikan oleh 
pejabat penyelia bawahan. 

KRlTERlA 

Hubungan dengan bawahan dalam unit organisasi 
yang diselia, dengan rekan yang setingkat yang 
mengawasi unit organisasi yang setara dalam 
instansi, danlatau dengan staf administrasi dan 
penunjang yang berada dalam organisasi yang sama 
dengan penyelia. Hubungan bersifat informal dan 
terjadi secara perseorangan di tempat kerja, dalam 
rapat rutin, atau melalui telepon. 
Hubungan dengan salah satu dari mereka di bawah 
ini: 
1. anggota dunia usaha atau masyarakat luas; 
2. pejabat penyelia yang kelasnya lebih tinggi dar 

staf unit kerja di lapangan atau unit utams 
organisasi dalam instansi; 

3. wakil kelompok kepentingan masyarakai 
setempat; 

4. pegawai di kantor DPRD; 
5. pegawai pemerintah daerah; atau 



/ 6. wartawan media massa lokal. I 

Level 3 

Level 4 

Hubungan dapat bersifat informal, dalam konferensi 
dan dalam rapat atau berlangsung melalui telepon, 
televisi, radio atau cara lain yang serupa, dan ada 
kalanya memerlukan persiapan khusus. 
Hubungan dengan salah satu dari mereka di bawah 
ini: 
1. pejabat penyelia yang kelasnya lebih tinggi, dan 

staf biro dan organisasi utama dalam instansi, staf 
penunjang kantor pusat instansi, atau pegawai 
yang setara dalam instansi lain; 

2. staf kelompok kepentingan masyarakat yang 
rnemiliki pengaruh politik; 

3. wartawan media masa besar atau koran daerah 
yang berpengaruh atau liputan radio atau televisi 
yang setara; 

4. asisten staf ahli DPR; 
5. staf perusahaan industri yang berskala besar; I atau 
6. pejabat asosiasi perdaqangan daerah atau 

organisasi keahl~an tingkat nasional, kelompok 
aksi masyarakat, atau organisasi profesional; 
danlatau pejabat penyelia instansi pemerintah. 

Hubungan terjadi dalam rapat dan konferensi dan 
mereka yang dihubungi tanpa rencana yang untuk ini 
pegawai terkait ditunjuk sebagai penghubung oleh 
pihak manajemen yang lebih tinggi. Hubungan 
memerlukan persiapan yang panjang berupa bahan 
pengarahan (briefing) atau rnateri teknis dengan 
topik yang rumit. 
Hubungan dengan salah satu dari mereka di bawah 
ini: 
1. orang atau kelompok organisasi yang 

berpengaruh dari luar instansi, seperti direktur 
perusahaan yang mengadakan kontrak dengan 
instansi atau perwakilan organisasi pegawai; 

2. pejabat daerah atau nasional atau perwakilan 
asisiasi perdagangan, kelompok aksi masyarakat, 
atau organisasi profesi tingkat nasional; 

3. staf ahli DPR; 
4. para representatif yang diangkat dan berasal dari 

pemerintah daerah; 
5. wartawan media masa, majalah, televisi atau 

radio tingkat ibukota, daerah, atau nasional; atau I 6. para pejabat dengan kelas yang lebih tinggi dalam 
instansi lain 



Level 1 

Level 2 

Level 3 

Level 4 

Hubungan terjadi dalam rapat, pengarahan (briefing), 
pidato, presentasi, atau pemeriksaan dan rnungkin 
memerlukan jawaban yang tidak diduga sebelumnya. 
Persiapan rneliputi briefing atau bahan presentasi 
yang memerlukan analisis yang ekstensif oleh 
pegawai dan bawahan, danlatau meliputi bantuan 
oleh staf penunjang. 
Tujuan hubungan adalah rnembahas pekerjaan untuk 
memberikan atau menerima pelayanan; untuk tukar 
menukar informasi tentang operasi kerja dan masalah 
kepegawaian, dan untuk mernberikan pelatihan, 
nasihat, dan birnbingan kepada bawahan. 
Tujuan hubungan adalah untuk menjamin bahwa 
informasi yang diberikan kepada pihak luar tepat dan 
konsisten; untuk merencanakan dan rnengkoor- 
dinasikan pekerjaan dengan pegawai yang berada di 
luar organisasi bawahan; danlatau untuk 
menyelesaikan perbedaan pendapat diantara pejabat 
penyelia, pegawai, kontraktor dan pihak lain. 
Tujuan hubungan adalah untuk menimbang, 
mernpertahankan ata!~ !yr?lndivzkan proyek. 
segmen program unit organisasi yang diarahkan 
untuk rnemperoleh sumber daya dan kesesuaian 
dengan ketiijakan, peraturan, atau kontrak yang 
sudah ditetapkan. 
Hubungan biasanya partisipasi aktif dalam 
konferensi, rapat, pemeriksaan atau presentasi 
masalah atau isu berdampak cukup besar pada 
program atau segmen program yang diarahkan. 
Tujuan hubungan adalah untuk mempengaruhi, 
memotivasi, atau melakukan persuasi terhadap orang 
atau kelompok untuk dapat menerima pendapat atau 
mengambil tindakan untuk mengembangkan tujuan 
dan sasaran program atau segmen program yang 
diarahkan, atau untuk mendapatkan kornitmen atau 
distribusi sumber daya yang sangat penting bila 
terjadi pertentangan atau perlawanan yang gigih yang 
harus dihadapi karena adanya konflik organisasi atau 
filosofis yang cukup besar, sasaran yang berbeda, 
keterbatasan surnber daya atau pengurangannya, 
atau isu yang setara. 
Pada tingkat ini, mereka yang dihubungi cukup 
merasa takut. merasa raau. atau tidak bekeriasama - .  
sehingga kepemimpinan dan keterampilan 
komunikasi, neclosiasi, penyelesaian konflik, harus 
digunakan ~n tukmem~ero~eh  hasil yang diinginkan. 



FAKTOR 
JABATAN 

FAKTOT 5 
KESULITAN 

DALAM 
PENGARAHAN 
PEKERJAAN 

(8 LEVEL) 

FAKTOR 

(6 LEVEL) 

Level 

2 

Level 1 

Level 2 

Level 3 

Level 4 

Level 5 

Level 6 

Level 7 

Level 8 

Level 

2 

Level 1 

Level 2 

KRlTERlA 

Jabatan dalam faktor ini membawahi jabatan yang 
nilai jabatannya pada kelas 4 dan dibawahnya atau 
yang setara 
Jabatan dalam faktor ini membawahi jabatan yang 
nilai jabatannya pada kelas 5 atau 6 atau yang 
setara 
Jabatan dalam faktor ini rnembawahi jabatan yang 
nilai jabatannya pada kelas 7 atau 8 atau yang 
setara. 
Jabatan dalam faktor ini membawahi jabatan yang 
nilai jabatannya pada kelas 9 atau 10 atau yang 
setara. 
Jabatan dalam faktor ini rnembawahi jabatan yang 
n~lai jabatannya pada kelas 11 atau 12 atau yang 
setara. 
Jabatan dalam faktor ini rnembawahi jabatan yang 
nilai jabatannya pada kelas 13 atau yang setara. . - 

Jabatan dalam faktor ini membawah~ jabatan yang 
nilai jabatannya pada kelas 14 atau yang setara. 
Jabatan dalam faktor ini membawahi jabatan yang 
nilai jabatannya pada kelas 15 atau lebih tinggi atau 
yang setara. 

KRlTERlA 

Pekerjaan yang diselia (disupervisi) meliputi 
pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan 
lain yang setara dengan kelas 8 atau lebih rendah. 
Pekerjaan ini be~ar iasi  dari pekerjaan yang bersifat 
rutin hingga pekerjaan penyeliaan yang memerlukan 
koordinasi dalam unit kerja, untuk memastikan 
waktu, bentuk, prosedur, kesesuaian, standar 
kualitas dan kuantitas dipenuhi dalam setiap jenis 
pekerjaan. 
3 .  Pekerjaan yang diselia (disupervisi) meliputi 

pekerjaan klerek, pekerjaan teknis, atau pekerjaan 
lain yang setara dengan kelas 9 atau kelas 10, 
atau pekerjaan kelas 6, kelas 7, atau kelas 8 
dimana penyelia memiliki wewenang teknis yang 
penuh dan final terhadap pekerjaan tersebut, yang 
memerlukan koordinasi dan integrasi pelaksanaan 
pekerjaan di dalam unit kerja atau dengan unit 
kerja lain untuk guna menghasilkan produkljasa 
akhir 

NlLAl 



Level 3 

(Wewenang teknis yang penuh dan final berarti 
bahwa pejabat penyelia bertanggung jawab atas 
semua keputusan teknis yang timbul dari 
pekerjaan itu tanpa nasehat atau bantuan teknis 
dalam masalah yang lebih sulit dan tidak lazim, 
dan tanpa peninjauan lebih lanjut kecuali dari 
sudut pandang evaluasi administratif atau 
evaluasi program). 
Koordinasi yang diperlukan untuk memastikan 
konsistensi produk, jasa, penafsiran atau nasihat 
terhadap kesesuaian output unit lain dan dengan 
standar atau kebijakan instansi. Pejabat penyelia 
berkoordinasi dengan pejabat penyelia dari unit 
lain untuk menangani persyaratan dan masalah 
yang mempengaruhi pihak lain di luar organisasi. 

ATAU 
b. Jabatan tersebut mengarahkan pejabat penyelia 

bawahan yang menangani pekerjaan kelas 8 atau 
yang lebih rendah, dimana pengkoordinasian 
pekerjaan yang dilakukan unit bawahan 
memerlukan upaya yang berkelanjutan guna 
memastikan standar ituaiitas dan jasa, kcti>aizr! 
waktu, bentuk, prosedur, kesesuaian, dan 
kuantitas. 

a. Penveliaan ~ a d a  tinakat ini memerlukan 
koordinasi, iniegrasi, at& konsolidasi pekerjaan 
administratif, pekerjaan teknis, atau pekerjaan lain 
yang setara dengan kelas 11 atau kelas -12, atau 
pekerjaan kelas 9 atau kelas 10 dimana penyelia 
memiliki wewenang teknis penuh dan final 
terhadap pekerjaannya. 
Tingkat ini dicapai bila pekerjaan yang diarahkan 
bersifat analisis, penafsiran, penilaian, evaluasi, 
atau kreatif. Pekerjaan tersebut menuntut penyelia 
menyelesaikan konflik dan mempertahankan 
kesesuaian penafsiran, penilaian, logika dan 
penerapan kebijakan, karena: 

fakta, informasi, dan keadaan sering 
bervariasi; 
pedoman tidak lengkap dan tidak dengan 
segera memberikan hasil yang identik; atau 

perbedaan penilaian, rekomendasi, tafsiran, 
atau keputusan dapat berakibat terhadap 
pekerjaan bawahan lain. 

b. Pekerjaan mungkin diselesaikan oleh suatu tim, 
dimana setiap anggota tim memberikan kontribusi 
bagian dari analisis, fakta, informasi usulan 



- 
Level 

. . A .  

tindakan, atau rekomendasi, yang kemudian 
diintegrasikan oleh pejabat penyelia. 

ATAU 
Jabatan ini mengarahkan penyelia bawahan dengan 
jabatan kelas 9 atau kelas 10 atau yang setara, yang 
memerlukan konsolidasi atau koordinasi yang 
serupa dengan yang diuraikan pada tingkat faktor 6- 
2a di kalangan unit bawahan atau dengan unit luar. 
a. Penyeliaan pada tingkat ini memerlukan 

koordinasi dan integrasi yang cukup besar dari 
sejumlah pekerjaan, proyek atau segmen program 
Qekeriaan Qrofesional atau Qekerjaan administratif 
deng& keias 13. ~isaln~a,'koordinasi melibatkan 
pekerjaan yang setara dengan salah satu dari 
yang berikut ini: 
1. Mengidentifikasi dan mengintegrasikan 

program internal dan eksternal yang 
mempengaruhi langsung organisasi, seperti 
yang berkaitan dengan faktor teknis, 
keuangan, organisasi, dan administrasi. 

7 Mengintegrasikan pekerjaan tim atau - -  ~... 
kelompok dimana setiap anggota tim ikut 
berperan mernberikan sebagian analisis, fakta, 
informasi, usulan tindakan, atau rekomendasi 
danlatau memastikan penafsiran sesuai dan 
konsisten dengan penilaian, logika, dan 
kebijakan. 

3. Merekomendasikan surnber daya untuk 
dikerahkan kepada proyek tertentu atau untuk 
dialokasikan di antara segmen program; 

4. Kepemimpinan mengembangkan, 
melaksanakan, rnengevaluasi, dan 
menyempurnakan proses dan prosedur guna 
memantau keefektifan, efisiensi, dan 
produktifitas segrnen program danlatau 
organisasi yang diarahkan. 

5. Meninjau dan menyetujui isi laporan, 
keputusan, dokumen kasus, kontrak, atau 
dokumen lain guna rnemastikan bahwa sudah 
sesuai dengan kebijakan dan pandangan 
instansi. 

ATAU 
b. Jabatan itu mengarahkan penyelia bawahai- 

danlatau kontraktor yang mengarahkan pekerjaar 
kelas 11 atau kelas 12. Pekerjaan dasa~ 
memerlukan koordinasi yang serupa dengan yang 
diuraikan pada tingkat faktor 6-3a di atas, untuh 
penyelia tingkat pertama. 






































































































































































